PUTUSAN
Nomor 0028/Pdt,G/2018/PA.Tbh

e e dt e
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaditan Agama Tembilshan yang memeriksa dan mengadili perkaras
tetentu  pada tingkat pertama  dalam  persidangan Makim Majells telah
rosnjatunkan putusen dalam perkara ceral gugat antara.

Cumur 43 tahun, agama Islam, pekeraan Tukang
ojek, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan
Imam Bonjol Lorong Bayan RT 003 RW.005
Keluarahan  Tembilahan Kota, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragin Hilir, sebagal
Femohon.

melawan

, umur 28 tahun, agama lslam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan
Prof. M Yamin, SH Lorong Cery Ujung RT.008,
RW.008 Kelurahan Tembilahan Hillr, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragin Hilir, sebagal
Termohon,

Pangadilan Agama tersebut
Telah membaca dan mempelajan beckas perkara;

Telah mendengar keterangan Femohon serta memaerkss bukt surat dan
sakslsaksl di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08
Januart 2018 yang telah terdaftar of Kepaniteraan Pengadian Agama
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Tembilanan Nomor 0028/Pdt G/2018/PA. Toh pada tanggal 08 Januan 2018
mengemukakan hal-nal sebagal benkut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalsh suami istn  yang
melangsungkan pemikahan atas dasar perjodohan, pada han Jum'at,
tanggal 30 Desember 2016 M atau bertetapan dengan 30 Rabiul Awal
1438 H, dan dicatat oleh Pegawal Fencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tembilahan, kabupaten indragin Hulu, Prov. Riay,
sesual Kutipan Akta Nikah Nomor, 0670/080/X11/2016, Tertanggal 30
Desember 2016,

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon
berstatus gads.

3. Bahwa setelah pemnikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
tunggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di JI, Prof, M, Yamin
SH, Lr Cery Uung. RTO08/RW.008, Kelurahan Tembilahan Milir,
Kecamatan Tembiahan, Kab, Indragin Milir sampai dengan Pemohon
dan Termohon berpisah, dar pernikahan tersebut belum di karunial
anak

4. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon beralan rukun dan Barmonis namur sekitar
Maret 2017, antara  Pemohon dan  Termohon sering terjadi
pertengkaran dan persehsihan yang penyebabnyas adalah:
< Termohon tidak permah mensyukurl Pembenan suami
«  Termohon jika di ajak untuk pindah rumah selalu menolak dengan

alasan tidak mau jauh dari orang tuanya,

«  Termohon suka marah-marah dan jka @ nasehati oleh Femohon
selaly diabaikan, sehingga Pemohon merasa tidak di hargal sebagai
SEOraNg suami

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon
tenadi pada bulan Desember 2017, pada saat itu Pemohon menginap
di rumah abang kandung Pemohon dikarenakan abang kandung
Pemohon akan pergl ke bukit tinggl, tetapl kepergian tersebut gagal
sehingga abang kandung Pemohon kembali pulang, dan Termohon
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menuduh Femohon telah berbohong, sehingga terjadi pertengkaran
kotika Pemohon pulang ke rumah, dan beryjung dengan pengusiran
yang ditakukan Termohon terhadap Pemohon, dan Pemaohon puliing ke
rumah orang tuanya yang teretak di JI. imam Bonjol , Lr Bayan,
RT.003/RW 008, Kelurahan Tembilahan kota, Kecamatan Tembilaban,
Kab. Indragin Hilir, Prov, Riau sehingga semenjak kejadian tersebut
antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya
suami isterl dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 minggu.

6. Bahwa keluargs Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk
mendamaikan Pemohon dan  Termohon, namun tdak berhasil
dikarenakan keinginan yang kuat dan Pemohon dan Termohon untuk
berpisah

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar selurub biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Bordasarkan alasan/dali-dalil  diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Makim segera memenksa dan
mengadili perkara 1nl, selanjutnys menatuhkan putusan yang amarnys
sebagai berikut |

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Parmohonan Ceral Talak Pamohon untuk

seluruhnya
2. Membari ljin kepada Pemohon untuk men)jatuhkan
talak satu  Raj) kepada Termohon di

hadapan sidang Pangadilan Agama Tembilahan
3 Membebankan bisyas perkars menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jikan Majelis Hakim berpandapat lain. mohon Kiranya memberikan
putusan yang seadil-adiinya (ex aequo et bono)
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Menimbang, banhwa untuk pemenksaan perkara & quo Majelis Hakim
tolah  memenntahkan Jurusita Pengganti Pengaditan Agama Tembilahan
memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa pada harl dan tanggal yang telah ditentukan
Pemohon in person hadir di persidangan. Termohon tidak hadir di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagal wakil atau kuasanya sedangkan
berdasarkan  berta  acara  panggilan  (relaas)  panggilan  Nomor
0028/Pdt G/2018/PA. Tbh Termohon telah dipanggil 2 (dua) kali pada tanggal
11 Januan 2018 dan 18 Januan 2018 tetapl tidak permah datang menghadap di
persidangan, panggilan terhadap Termohon dilsksanakan secara sah dan patut
dan  tidak ternyata  ketidakhadiran Termohon  disebabkan  alasan  yang
dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 RBg dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara
perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak
pemah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis
hakim tetap berusaha mendamakan dengan membenkan nasehat kepada
Pamohon agar rukun kemball sebagal suami ister, tetapi telah gagal, hal ini
sesual dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008
jo pasal 65, B2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 jo. Pasal 142, 143
Kompilas: Hukum Isiam,

Menimbang, bahwa selanjuinys  Majelis  Hakim tetap berusaha
menasinatl Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali
sebagsl suami istert dengan Termohon, akan tetapl usaha tersebut tdak
perhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon fersebut, yang
ininya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwe atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak dapat didengar tanggapan/awabannya karena Termohon tidak pefnah
Nacir ¢ muka sidang,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukt surat berupa fotokopt Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
0B870/080/XI/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Tembilahan, Kabupaten indragin Hilir, tanggal 30 Desember 2016,
lalu Majelis memertksa bukt surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, telah bermeteral cukup diber tanda P

Selain ity Pemohon jugs mengajukan 2 (dua) orang saksi dan lelah
didengar keterangannya di persidangan sebagal berkut:

1. . umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekenaan ibu rumah tangga, bertempal tnggal o Jalan imam Bonjol
Gang Suka Damai, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Ingragin  HMilir, saksi o bawah sumpahnya membenkan
keterangan sebagai berkut:

Hahwit saksi adalab savdara sepupu  Pemohon  dan  kenal  dengan
Termohon.

« Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istrt sah yang menikah pada
tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragin Hilir dan belum
marmiliki Ak,

« Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul serumah  setelah  menikah
pertempat tinggal o rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1
tahun hingga pisah

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak Maret 2017, Pamohon dan Termohon sering teradi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah
menghargai dan mensyukuri pemberian Pemohon seperti dibalikan beras
untuk dimasak Termohon mengatakan berasnys kuning, penyebab lsnnys
tidak adanya kesepakatan tempat tnggal bersama antara Pemohon dan
Termohon, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dengan
menyewa rumah, sedangkan Termohon ingin tinggal bersama di rumah
orang tua Termonon

« Bahwa disebabkan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telan
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan Femohon yang
pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusic oleh Termohon.
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Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamakan Pemohon
dengan Tarmohon akan tetapi tidak borhasil

2 , umur 52 tabun, agama Islam, pendidikan
8D, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan sederhana
Gang Kenanga RT.002 RW.007 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan
Tembllahan, Kabupaten Indragii Mills, saksi d bawah sumpahnya
membenkan keterangan sebagal berikut.

Hahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan
lermohon

« Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istr sah yang menikah pada
tahun 2016 df Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragini Milir dan belum
memiliki anak.

- Banhwa Pemohon dan Termohon kumpul serumah setelah mentkah
bertempat tinggal di ruman orang tua Termohon selama kurang lebih 1
tahun ningga pisah,

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak Maret 2017, Pemohon dan Termohon sering tenadi
parselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah
menghargal dan mensyukuri pembernian Pemohon seperti dibelikan beras
untuk dimasak Termohon mengatakan berasnya kuning, penyebab lainnya
tidak adanya kesepakatan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan
Termohon, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dengan
menyewa rumah, sedangkan Termohon ingin tinggal bersama di rumah
orang tua Termohon

- Bahwa disebabkan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telan
berpisah tempat tinggal setama kurang lebih 1 bulan dan Pemohon yang
pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon

Bahwa pihak keluarga sudah berusaba untuk mendamaikan Pemohon
gengan Termohon akan tetapi idak berhasil,
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Memmbang, banhwa  selanjutnya  Pemohon  menyampakan
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon
Agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon,

Monimbang, bahwa untuk mempersingkat uralan dalam  putusan int
cukuplan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak
terpisahkan darl putusan inl

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diurdikan dalam bagian duduk perkara,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah
telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemonon dan Termohon
secara terus-menerus, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tanggs
Pemohon dan Termohon sudah tdak bisa lagl untuk dipertahankan,

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama berugas dan  berwenang
memerksa, memutus, dan menyslesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang beragama slam di bidang perkawinan, wans, wasiat, hibah, wakal,
zakat. infaq. shadagah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Namor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Manimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah
tentang kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi
disebabkan perselisihan  dan  pertengkaran  yang terus-menerus.  Objek
permohonan Pemohort & quo termasuk salah satu kompetensi absolut
Paradian Agama,

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragint Milir,. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadiian
Agama Tembilahan.
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Disclaimer
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan
Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon yang bertujuan untuk
menggugst  ceral Termohon  adalah  kewenangan  Pengadilan  Agama
Tembilahan

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874
menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku,

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami istrl ity tdak akan dapat rukun sebagal suami st

Menimbang, babwa dan pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa
yang berhak untuk mengajukan permohonan perceraian adalah suami atau istn
sah yang pernikahannya tersebul diaksanakan menurut Rukum masing-masing
Agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri ttu hdak akan dapat
rukun sebagai suami istr

Menimbang, bahwa berdasarkan buktl P (Buku Kutipan Akta Nikah),
torbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistr yang sah
menikah pada tanggal 30 Desember 2016, dengan demikian Pengadilan
Agama  Tembilahan berpendapat bahwa Pemohon adalah  orang  yang
barkepentingan dan patut menjadi pihak-pibak dalam perkara ine (porsons
standi in judicio)

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa untuk pemariksaan perkara ini Majelis Hakim telan
memanntahkan Jurusita Fenggant Pengadilan Agama Tembilahan memangg
Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon juga disertal dengan
melampirkan salinan surat permohonan Pemohon,

Hatamun B osn 16 halsman
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Menimbang, bahwa panggilan ternadap Pemohon dan Termohon telah
memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal
26 Peraturan Pemenntah nomor 9 tahun 1975 oleh sebab tu Pengadilan
Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Pemohon dan
Termonon adalan resmi dan patut,

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggll dengan resmi dan
patut untuk menghadap persidangan, tdak hadir dan juga tdak menyuruh
orang lain sebagal wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tdak terbukti
bahwa ketdak hadicannya iu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
sedangkan  permohonan  Pemohon  tersebut  tidak melawan  hukum  dan
beralasan, maka Termohon yang telah dipanggll dengan sah dan patut aken
tetapl tdak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesual pasal 148
dan 150 RBg, dan dianggap tdak hendak melawan permohonan Pemohon,
oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus dengan
vistak,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberkan nasihal kepada
Femohon i person  supaya  berdama  dengan  Termohon  untuk
mempaenahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tembilahan berpendapat bahwa upays perdamaian tersebut telah
mamenuhi ketentuan pasal 154 R Bg

Menimbang, bahwa perdamaian melalu peroses mediasi sebagaimana
dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R | No. 1 Tahun 2016 tidak dapat
diaksanakan barhubung Termohon hdak permah hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
Ini adalan karena antara Femohon dan Termohon sering tenadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bdak pernah mensyukur
pembenan suami, senng marah jika dinasinatin oleh Pemonon,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajuka buktl surat (P) dan 2 (dua) orang sakst yang telah didengar
keterangannys sebagaimana telah diuralkan di atas.
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Disclaimer

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa bukti P sesual dengan aslinya dan bermeteral
cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R Bg. jo. Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1685 tentang Bea Materal jo. Pasal 2 Ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tanf Bea
Meteral Dan Besarmya Batas Pengenaan Marga Nominal Yang Dikenakan Bea
Materal, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukt,

Menimbang, babwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta
autentik yang bensi perstiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi
penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesual dengan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal B ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal §
Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa saksi | (NURHAINAH Bintl JAKFAR) adalah saudara
sepupu Pemohon dan saket I (SITI NUR'AIDA Binti ARMONI) adalah saudara
sepupu Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan ol bawah sumpah o
depan persidangan, oleh sebab itu sesusl ketentuan Pasal 175 R Bg kesaksian
para soksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian

Menimbang, bahwa saksi | menarangkan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan
Termohon tidak permah mengharga pembenan Pamohon Dalam kesaksiannya
saksi | manerangkan permah melihat langsung pertengkaran antars Pemohon
dan Termohon, namun tidak tenadi pemukulan

Menimbang, bahwa saksi || menerangkan telah terjadi perselisinan dan
pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan tdak
adanya kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termonhon. Dalam
kesaksiannya saksi || menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terjadi pemukulan,
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Disclaimer

Menimbang, bahwa keterangan Saksi | dan Saksi 1| Pemohon masing.
masing berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan
semata-mata cerita-certa dan hasil pikiran (festimonium de audity), maka
Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah
memenuni ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian
dan hidak bedentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para
saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesual ketentuan
Fasal 309 R 8g

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan o atas, Pengadilan
Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pamohon tetah
memenuhl  syarat  formil dan  materl  diterimanya  kesaksian, sehingga
ketorangan saksi-saks: tersabut patut ditenma.

Menimbang, bahwa oleh karena saksl-saksi yang dihadirkan Pemohon
berasal dan pihak Keluarga Pamohon yang menyatakan bahwa pihak keluarga
sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon,
totap udak berhasi. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1675 dipandang telah terpenubi

Menimbang, bahwa dar permohonan Pemohon, yang didukung bukti P
dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta sebagal berkut

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah
menikah pada 30 Desember 2016 dan belum dikarunial keturunan,

«  Bahwa sejak Maret 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulal  tidak rukun  dan  harmonis  disebabkan  sering  terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak permah
mensyukur pembernan suami, Termohon menolak untuk pindan
rumah . dan suka marah-marah jika dinasihatin oleh Pemoehon

Bahwa disebabkan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termahon
telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan
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Disclaimer

Pemohon yang pergr meninggalkan Termohon karena Termohon
mengusir Pemohon,

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha  untuk  mendamarkan
Pemohon dengan Termohon akan tetapl tidak berhasil

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta tersebut di  atas, Majels
barpendapat bahwa dalil-dall dan alasan permohonan Pemohon telah terbukh
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Temaohon
telah dipandang sampal pada kondisi pecah (broken mariage) sera sudah
sangat sultt untuk disatukan serta tidak ada hacapan akan hidup rukun lagl
dalam membina rumah tangga karena dalam rumah tanggs Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
lagl dan telah berpisah kurang lebih satu bulan, alasan tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 huruf (f) Peraturan Pemenntah Nomor @ Tahun 1975 dan
karenanya secara formal permohonan Pemohon dapal diterima  dan
dipertimbanghkan selanjutnys,

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangge
tidakiah dentik dengan perengkaran mulut saja, rumah tanggs dapat
dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istert sudah tidak selaras,
tidak salng percaya dan saling melindung, maka apabila ditemukan fakia
antara  Pemohon  dengan  Termohon telah  pisah  rumatV/pisah  ranjang.
menunjukkan bahwa antara Femohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling
percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagl komunikasi suami isten
yang harmoma yang merupakan bagian dan gejala perselisihan dalam rumah
tangga

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang
mangandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hdup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pinak tdak berniat untuk
menegruskan kehidupan barsama gengan pihak lam, hal ity agalan merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suaty perceraian sesual dengan
rmaksud pasal 19 hurut (f) Peraturan Pemaenntah nomor § tahun 1874,
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Disclaimer

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tdak ada bantahan
dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon yang diperkust dengan keterangan sakstsaksi yang pada intinya
menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan
dalam rumah tangga. sementara pihak keluarga maupun maehs juga telah
berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah
tidak lagl berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat
menank  suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa  antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisthan dalam rumah tangga
yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Pemohon
dengan Termohon telah pisah tempat tnggal selama lebih kurang satu bulan
karena Pemohon pergi dart rumah dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon,
hal ity menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak
lagl saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagl komunikasi
suami Isten yang harmonis yang merupakan bagian dan gejals perselisihan
dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tanggs antara Pemohon dengan Termohon
tolah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga teiah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marrage) sehingga telah
tordapat alasan untuk berceral sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP
NO. 8 tahun 1975 sejaian dengan Pasal 116 hurut (f) KHI

Manimbang. bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai
dangan pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sena
pasal 116 huruf () Kompilasi Hukum [slam, sedangkan usaha perdamaian
sesus dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat
(2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 termyata tidak dapat dilaksanakan (telah
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gagal), maka dalam hal i Percerman a quo dipandang sebagai “Tasnh bi
thsar” hat ini relevan dengan pandapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam
Kitat Al Thalwg Min Asy Syertatd isiamiyah Wal Qonun halaman 40 yang
diambil alih sebagal bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

‘Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah
adanyn  kehendak untuk  melopaskan ikatan Parkewinan  kelika  teradi
pertangkoran (beratar belakang) akhlag dan imbulnya rasa bones antara suam
Istorr yong mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkon
hukum Allah’

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis
barpendapat bahwa  antara  Pemohon  dangan  Termohon telah  tenadl
perselisihan dan pertengkaran yang terus-maenerus dan tidak ada harapan akan
dapat hidup rukun lagl dalam rumah tangga, maka oleh karena ity elah cukup
alasan bagl Pemohon untuk  melakukan percersian  dengan  Termohon
berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) dan
(b) PP Nomor § tahun 1975 juncto pasal 116 hurup () dan (b) KHI, dengan
demilian permohonan Pemohon agar Pemohon diber i2in untuk menjatuhkan
talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah
dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyt |

ke Ao 4l Db 3L a5 )y

Artinya . "Apabila  mereka berazam (beretap hat) untuk  thalak, maka
sosunguhnya Allah Maha Mendengaor lagi Maha Moengetahur”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemonhon telah beralasan
dan tdak melawan hukum, maka majelis berkesimpulan berdasarkan pasal 149
RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadimya Termohon
(vorstok) dan petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan
pula dengan memben 1zin kepada Pemohon untuk menjatubkan talak satu rajl
Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan,
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Disclaimer

Menimbang, bahwa sesual ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor /
Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan
untuk. menginmkan salinan putusan yang telah barkekuatan hukum tetap
kepada Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
nunggal Femonon dan Termonon, dan Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan
dalam daftar yang telah disedinkan untuk i

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
porkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkars
ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat bunyl pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
Boraku serta nash syar's yang berkmtan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi gan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabutkan permohonan Pemohon dengan verstek,

3. Memberi (zin kepada Pemohon ( )} untuk menjatuhkan
tolak satu ra)i terhadap Termohon ( ) di depan
sidang Pengadilan Agama Tembilahan

4. Membebankan kepada FPemohon untuk membayar biays perkara sejumian
Rp. 261,000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijstuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada harl Rabu tanggal 31 Januar 2018
Masehi, oleh kami RIDWAN MARAHAF, S M. sebaga Hakim Ketua Majelis
sorta RIKI DERMAWAN, SHI dan FATHUR RIZQI, SH.I. masing-masing
sebaga Hakim Anggota, Putusan ini divcapkan oleh Ketua Majeis pada har ity
juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingl oleh Hakim-hakim
Anggota, dengan ABLDUL AZIZ, SH sebaga Panters Penggant serta dihadin
oleh Pamohon tanpa hadirnys Termohon,

Matarnan 16 dat 10 halaman
Putuman Nomor 0020/Pdt.G/201WVPA Thih

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Ketua Mijohs,

RIKI DERMAWAN, 5.M.1.

Rincian Baya Perkar:

Biaya Pendafiaran; — i
Riays Proses v
Biaya Panggian, . .
By.ya Rw.k'g‘ ......... DA SO STN SH e A
_Blaya Materai, -
Jumiah

Rp 30 000, -
Rp.  $0.000 -
Rp, 5.000,~
RE. 3,000,
Rp 261.000,

(Gua ratus sembilan puluh satu nbu rupian)
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